
BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN 
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN PEGAWAI TIDAK TETAP 
TENAGA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERTUGAS 

PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian
Indikator Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan 
dan rencana Strategis Dinas Kesehatan, maka perlu diberikan 
Tunjangan Pelayanan Kesehatan dilingkungan Dinas 
Kesehatan kepada Dokter Umum, Dokter Gigi, SI Kesehatan 
Profesi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium 
Kesehatan, Nutrisionis, Sanitarian, Bidan / Perawat dan 
Tenaga Radiologi yang bertugas pada Puskesmas di 
Kabupaten Karimun;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi 
bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi di 
Bidang Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Besaran Penghasilan Pegawai Tidak Tetap 
Tenaga Pelayanan Kesehatan yang Bertugas pada Puskesmas 
di Kabupaten Karimun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terahir dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang 
Perubahan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4480);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang 
Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri yang Bekerja 
Sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan 
sebagai Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 164);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat 
Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tidak Diminati 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomorl6);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung 
Program Nusantara Sehat;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 
Nomor 19);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);



23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), 
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati 
Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan 
Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53);

24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, susunan 
Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 
Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun ( Berita 
Derah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 14 );

25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, susunan 
Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat 
Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun 
Tahun 2018 Nomor 16);

26. PeraturanDaerah KabupatenKarimunNomor 7 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Karimun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 7;

27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 74 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 74.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN
PEGAWAI TIDAK TETAP TENAGA PELAYANAN KESEHATAN
^ANG BERTUGAS PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KARIMUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Karimun.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai deraj at kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.



7. Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap adalah Tenaga Kesehatan yang 
pengangkatan melalui Pegawai Tidak Tetap dan Perjanjian Kinerja waktu 
tertentu yang bekerja di lingkungan Pemerintah Dae rah Kabupaten Karimun.

8. Tunjangan Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap adalah Tunjangan yang 
diberikan berdasarkan tempat tugas di daerah Kategori Perkotaan, Pedesaan, 
Terpencil dan Sangat Terpencil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan tertib 
administrasi dalam rangka pelaksanaan pemberian penghasilan pegawai tidak tetap 
tenaga pelayanan kesehatan yang bertugas pada puskesmas di Daerah.

Bagian Kedua 
Tujuan 
Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kesjehateraan dan 
meningkatkan motivasi kerja bagi tenaga kesehatan yang tempat pelaksanaan 
tugasnya berada pada daerah kategori Perkotaan, Pedesaan, Terpencil dan Sangat 
Terpencil di Daerah.

BAB III
TEMPAT TUGAS 

Pasal 4

Kepada Pegawai Tidak Tetap untuk Dokter Umum, Dokter Gigi, SI Kesehatan Profesi, 
Bidan/Perawat, dan Tenaga Radiologi yang bertugas di Puskesmas yang tempat 
pelaksanaan tugasnya berada pada daerah kategori Perkotaan, Pedesaan, Terpencil 
dan Sangat Terpencil di Daerah.

BAB IV
TUNJANGAN PENGHASILAN 

Pasal 5

(1) Pegawai Tidak Tetap untuk Dokter Umum, Dokter Gigi, SI Kesehatan Profesi, 
Bidan/Perawat, dan Tenaga Radiologi yang bertugas di Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas melalui Puskesmas dan 
diberikan tunjangan penghasilan setiap bulan pada tahun berjalan.

(2) Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari :
a. Tunjangan Radiasi; dan
b. Tunjangan penghasilan tempat bertugas.

(3) Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a dan huruf 
b, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
PERSYARATAN 

Pasal 6

Untuk persyaratan proses administrasi pembayaran tunjangan penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 agar memperhatikan :
a. Surat Keputusan pengangkatan Pegawai dimaksud.
b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
c. Absensi/Daftar kehadiran.

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 7

Pembiayaan dalam pelaksanan Peraturan Bupati ini di bebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 103 tahun 
2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tenaga Pelayanan Kesehatan Di 
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun Provinsi 
Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
2020

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun 
pada tanggal 28 Januari2020

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 12


